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BAB I
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari’at Islam. Atas dasar itu pulalah Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tampa pengembalian: seperti zakat, infaq, dan sadaqah, maupun pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.[footnoteRef:2] [2:  Muhammad Firdaus, dkk., Mengatur Masalah Dengan Pegadain Syari’ah, (Cet. Ke.I. Jakarta, Renaisa,2005), h. 12.] 

Dalam kehidupan ini, ada saja dari anggota masyarakat yang memerlukan dana mendesak, seperti biaya pengobatan,  biaya hidup, dan masih banyak lagi keperluan lainnya yang tidak bisa dielakkan. Orang tersebut terpaksa meminjam uang dengan sesuatu barang jaminan barang, sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman itu tidak dapat dikembalikan.[footnoteRef:3]Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu atau melalui suatu lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya. Namun tidak boleh meminta kelebihan pokok karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw adalah gadai.[footnoteRef:4] [3: M. Ali Hasan,  Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (cet. I: Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), h. 254.]  [4: Muhammad Firdauz., Op.cit. h. 12 ] 

Gadai adalah salah satu bentuk perjanjian hutang piutang, dimana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya pada debitur.[footnoteRef:5]Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam sangat menjaga kepentingan kreditur sehingga pihak kreditur tidak merasa dirugikan. Dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, sehingga apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh debitur sehingga utang kreditur lunas dan apabila ada sisanya maka dikembalikan kepada pemilik barang. Konsep tersebut dalam  Islam disebut dengan istilah Rahn. Ranh atau gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan oleh Rasulullah saw. [5: Ibid. h.13 ] 

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai dimana barang gadai tersebut dapat diambil manfaatnya atau dapat lansung dimanfaatkan oleh penggadai (orang yang memberikan piutang). Hal ini banyak terjadi di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan lansung dikelola oleh penggadai dan hasilnya pun dimanfaatkan oleh penggadai.[footnoteRef:6] Hal inilah yang diperdebatkan di kalangan  para ulama, karena terjadinya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai boleh atau tidaknya mengambil manfaat terhadap barang gadai. Yakni, ada sebagian ulama yang secara tegas menolak hal tersebut, dengan prinsip bahwa pada dasarnya barang yang digadaikan itu bukan untuk di pergunakan diambil manfaatnya oleh pihak pemegang gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman. Dan barang itu hanya boleh dipergunakan dan diambil yang  hak, bukan pemegang gadai. namun disisi lain adapula sebagian  ulama yang membolehkan mengambil terhadap barang gadai tersebut. [6: M. Ali Hasan, 0p.cit, h. 256] 

Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal, pihak pemegang gadai tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pihak penggadai. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu di ingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya di ambil oleh pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat.dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran islam. Jadi dengan adanya rahn dalam islam, maka dalam merealisasikannya tidak di ragukan lagi. Disamping itu, dalam rahn haruslah di tanamkan ras saling percaya antara kedua belah pihak, yakni antara pihak penggadai dan pihak pemegang gadai sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman di antara keduanya dan juga tidak ada lagi keragu-raguan dalam diri kita khususnya umat islam. Oleh karena itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah. Pihak yang berhutang menjaga amanah atas pelunasan hutang, sedangkan pihak pemegang pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang di percayakan sebagai jaminan.[footnoteRef:7] [7:  Ghufron A.  Mas’ adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. Ke I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 179] 

B. Rumusan dan BatasanMasalah
	Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Konsep Islam Tentang Gadai?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai?
C. Hipotesis
Dengan merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat menarik hipotesis yaitu:
1. Salah satu tugas pokok dari pegadaian syari’ah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karenanya, gadai itu diperbolehkan oleh Islam mengingat bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu, dan saling membantu itu dapat diwujudkan dengan cara  memberi pinjaman. Kebolehan gadai didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 dan juga sebuah hadis, dimana dalam hadis tersebut disebutkan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah saw pernah merungguhkan baju besinya kepada seorang Yahudi sewaktu beliau menhutang syair (gandum) dari orang Yahudi untuk keluarga beliau.
2. Pada dasarnya pihak penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai selama ada izin dari pemilik (yang menggadaikan barang). Misalnya sawah yang hasilnya dapat dibagi antara pemilik dengan penerima gadai sesuai kesepakatan bersama. Mengambil manfaat terhadap barang gadai, dapat dianggap penting dimana, apabila sawah tersebut digarap secara langsung oleh penerima gadai tentunya akan menghasilkan manfaat yang bersifat produktif. Dan begitu sebaliknya jika tidak dikelola oleh penerima gadai maka tidak akan mendatangkan manfaat.
D. Pengertian Judul
	Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka penulis menguraikan mengenai pengertian dari kata yang dianggap penting sebagai berikut:
a. Pemanfaatan barang adalah perbuatan mengelola suatu benda dan barang, kemudian hasil barang tersebut langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan.[footnoteRef:8] [8:  M. Abdul, Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqih. (Cet. I, Jakarta., PT. Pustaka Firdaus, 1994). h. 290] 

b. Gadai adalah suatu akad (perjanjian) utang piutang dengan suatu barang jaminan.[footnoteRef:9] [9:  Ibid. h. 290.  ] 

c. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki.[footnoteRef:10] [10:  Muhammad Syah. Ismail, dkk. Filsafat Hukum Islam. (Cet. II: Jakarta, Bumi Aksara, 1992). H. 17.] 

d. Hukum Islam adalah peraturan yang bersumber pada Al-qur’an dan hadist.[footnoteRef:11] [11:  Ibid. h. 8] 

Berdasarkan dari uraian kata yang dianggap penting maka pengertian judul ini secara operasional adalah suatu perbuatan mengelola benda atau barang dengan suatu akaq atau perjanjian utang piutang dengan adanya suatu barang jaminan berdasarkan peraturan hukum Islam yang bersumber pada al-qur’an dan hadis.
E. Tinjaun pustaka
 tinjauan pustaka yang dimaksudkan adalah bahwa judul dan masalah yang akan dibahas telah ditunjang oleh beberapa literature buku yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, diantaranya adalah:
1. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masail Fiqhiyah, menjelaskan bahwa pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki hak sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan hak penggadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai.[footnoteRef:12] [12: Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, Cet. Ke IV, (Jakarta: CV. Haji Masanagung, 1993), h.118] 

2. Ghufron A. Mas’ adi dalam bukunya Fiqih Muamalah Kontekstual, mengemukakan pandangan fuqaha tentang dasar hukum gadai yang didasarkan pada keterangan Q.S. Al-baqarah ayat 283 dan juga sebuah hadis dimana Rasulullah saw pernah membeli suatu makanan dari seorang Yahudi secara tidak tunai dan beliau menjaminkan baju besinya.
3. M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, mengemukakan bahwa para ulama semuanya berpendapat,bahwa perjanjian gadai itu mubah (boleh). Namun ada yang berpegang pada dzahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhalak. Sedangkan jumhur membolehkan gadai baik dalam keadaan bepergian maupun tidak.[footnoteRef:13] [13: M. Ali Hasan, Op.cit., h. 255] 

4. Hamzah Ya’qub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut Islam, mengemukakan bahwa menurut segolongan fuqaha, diperbolehkan menggunakan barang gadai kalau diizinkan oleh pemiliknya sebab barang tersebut miliknya, sedangkan pemilik barang berhak memberi izin kepada siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan barangnya. Menurut ulama mazhab Hanafi pemanfaatan barang berdasarkan izin, dan tidak karena pinjaman, oleh karena itu tidak haram.[footnoteRef:14] [14: Hamzah  ya; qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Cet. Ke 1. (Bandung: CV, Diponegoro, 1994), h. 219.	] 

5. Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid,mengemukakan bahwa jumhur fuqaha berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai.sedangkan fuqaha lain berpendapat bahwa penerima gadai berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang di berikan kepadanya.[footnoteRef:15] [15: Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Cet. Ke I, (Jakarta: Pustaka Imani, 1995) h. 361 ] 

6. Sudarsono dalam bukunya Sepuluh aspek Agama Islam, mengemukakan bahwa barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya oleh siapa pun, baik pemiliknya, karena barangnya pada murtahin, maupun oleh murtahin karena statusnya merupakan barang amanat padanya.[footnoteRef:16] [16: Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Cet. Ke 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 185] 

7. Zainuddin Ali dalam bukunya Hukum Gadai Syari’ah, mengemukakan bahwa pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan syara’ dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Berdasarkan logika hukum dimaksud, maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari barang gadai.[footnoteRef:17] [17: Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30-31] 

F. Metode Penelitian
	Untuk memenuhi standar ilmiah, maka dalam pembahasan skripsi ini berpatokan pada kriteria-kriteria ilmiah yang telah ditetapkan dan lazim di gunakan atau dilaksanakan dengan metode penelitian. Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dimaksud adalah:
a. Pendekatan yuridis, yakni suatu penjelasan dari peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas.
b. Pendekatan historis, yakni menggunakan pendekatan dengan menguraikan kejadian yang terjadi dimasa lalu yang memiliki hubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.
c.  Pendekatan empris, yakni suatu metode pendekatan yang digunakan untuk melihat dan mengamati masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penumpulan data, penulis menggunakan metode library Research, yaitu suatu upaya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah yang relevan termasuk tulisan yang dipublikasikan di berbagai media cetak maupun elektronik. Sehubungan dengan ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
a. Kutipan lansung, yaitu penulis mengutip pendapat atau tulisan orang secara lansung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.
b. Kutipan tidak lansung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. Tanpa sedikitpun mengubah susunan redaksinya. Mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya, tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

3. Metode Analisis Data
Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode sebagai berikut:
a. Metode induktif, yaitu menganalisis data dari hal yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode deduktif, yaitu menganalisis data dari hal yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Metode komparatif, yaitu membandingkan babarapa data, atau fakta, atau pendapat ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian di tarik kesimpulan
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
     a. Tujuan  penelitian yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Islam tentang gadai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai
b. Manfaat penelitian yaitu:
1. Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi seluruh lapisan   masyarakat mengenai pemanfaatan barang gadai, khususnya dalam tinjauan hukum Islam.
2. Agar dapat menjadi bahan referensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui hal-hal yang terkait dengan isi dari skripsi ini.
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Pada bab Pertama diawali dengan pokok pikiran yang menjadi latar belakang masalah tentang pentingnya pembahasan ini. Selanjutnya diuraikan  rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis besar isi skripsi.
Bab kedua diuraikan tentang konsep gadai dalam tinjauan hukum islam, meliputi pengertian dan dasar hukum barang gadai,rukun dan syarat sah gadai, status dan jenis barang gadai, serta hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai.
Bab ketiga konsep gadai dalam hukum positif meliputi persamaan dan perbedaan gadai dengan rahn, dampak Negatif dan positif pemanfaatan barang gadai dalam tinjauan hukum islam, fungsi dan manfaat barang yang digadaikan.
Bab Keempat,Hasil Penelitian meliputi isi tentang konsep gadai dalam tinjauan hukum islam dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan barang gadai.
Bab kelima, adalah rangkaian terakhir dari pembahasan skripsi ini, yakni bab penutup yang mencakup kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi.



